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PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR O4/ TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2} huruf f Undang-undang Nomor 28
Tahun 2008 tentany Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Muna Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan
dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipandang perfu untuk diadakan
peninjauan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka periu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Undang-undang Nomor 29 Tafun 71959 tenfang Pembentukan Oaerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3209);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 353, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahi Daerah (Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dergar Uridarmg-ardamg Nomor 12 Tatun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Namar 126, Tambahar Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4858,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4737);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51 10);

12. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511 1);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik fndonesia Nomor 5167):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik \ndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51 79)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis
Produk Hukum Oaerat:

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Lembaran Daerah
dan Berita Daerah:

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturarn Daeral dan Peraturar Kepala Daeralt:

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah:

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penelapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BEAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupetan Muna:

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupetan Muna;

Bupati adalah Bupati Muna:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;

Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna;

fepafa Oinas adaiah Kepala Oinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna:
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan:
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8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firmma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk
Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lain:

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada
daerah yang fterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam baik di dalam dan/atau di
permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

11. Mineral Bukan Logam adalah komoditas bahan galian dari Kelompok Mineral Bukan
Logam sebagaimana di maksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara

12. Batuan adalah komoditas bahan galian dari Kelompok Batuan sebagaimana di maksud
dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

13. Pengambilan Mireral Bukan Logam dan Batuan adalah suatu proses operasi produksi
pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan;

14. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, memotong
pajak dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar
bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhilungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah:

17.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjulnya di singkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati;

18. Surat Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan:

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumiah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adaiah surat ketetapan pajak yang ditentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang;

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BABl
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.



Pasal 3

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam
dan batuan yang meliputi :
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asbes;

batu tulis;

batu setengah permata;
batu kapur;

batu apung;

batu permata:
bentonit:

doiomite;

feldspart

garam batu { halite);
grafit

granit/andesit;

. gips;

halsit:
kaolin;

leusit;
magnesit:
mika:
marmer;
nitrat:
opsiden;
oker:

pasir dan kerikil:
Pasir kuarsa;
perlit;
phospat;

. taik:

- tanah serap (fuleers earth);
. tanah diatome;

. tanah liat:

- tawas (alum);

tras;

. yarrosit;
. zeoclit;

basal;

trakkit; dan

mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(2) Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) adalah :

- ]

Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersil atau ditenderkan, seperti kegiatan pengambilan
tanah untuk keperluan rumah tangga, pernancangan tiang Isitrik/telepon,
penanaman kabel listrikitelepan, penanaman pipa air/gas; dan

Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan
dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersil;

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan
yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan:

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.



BAB Il
DASAR PENGENAAN TARIF
DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan,

(2) Nilai Jual yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Satuan atau
Volume atau Tonase hasil pengambilan dengan Nilai Pasar atau Harga Standar
masing-masing jenis bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(3} Nilai Pasar yang di maksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi
tempat wilayah daerah;

(4) Dalam hal ini nifai pasar dan hasif produksi Mineral bukan fogam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagl Penambang Tradisional ditetapkan

sebesar 10 % (sepuluh persen);
(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan bagi Penambang pengusaha
ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan
cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB YV
MASA PAJAK

Pasal 9

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;

(2) Jangka waktu sebagaimana pada ayat(1) dapat diatur dengan peraturan Bupati
paling lama 3 (tiga) bulan kalender,

(3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

(1) Pemungutan Pajak dilarang untuk diborongkan;

(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
berdasarkan perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB,
dan/atau SKPDKBT:

(3) Wajib pajak wajib mengisi SFTPD:
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(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap
dan harus ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

(5) SPTPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 11

(1) Dalam jangka walkiu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang bayar:

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh)} hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran,

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

6. SKPOKBT jika ditemukan data atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

C. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah kredit
pajak tidak ferulang dan tidak ada kredit pajak;

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa
Kenakan sebesar 2 % (dua persen} perbulam diftitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak terutangnya pajak:

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b. dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(4} Kenalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tidak dikenakan jika wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

(S) Jumiah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a. angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar unluk jangka wakly paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajzk.

Pasal 12

(1) Tala Cara Penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati:

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan
Peraturan Bupalti.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 13

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. psjak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak

saat terutangnya pajak.

k.
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(2)
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4)
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(2)
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(1)

(2)
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(2)
(3)

(4)
(3)

(6)

BAB Vi
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 14

Setlap walib pajak membayar pajak terhutang dengan menggunakan SSPD;

SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani cleh wajib
pajak atau kuasanya:

SSPD wajib disampaikan kepada instansi/pejabat yang berwenang;

Bukti pembayaran pajak adalah SSPD yang telah mendapatkan validasi sesuai
ketentuan yang beriaku:

Ketentuan febift lanjut mengenar bentuk, isi uan tata cara pengisian dan penyampaian
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bupali menentukan tanggal jatuh lempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak;

SKPDKB, SKPDKET, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumiah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
Jjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan:

Bupali atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
engeuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Kepulusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau
kurang dibayar oleh Waijib Pajak pada waklunya dapat ditagih dengan Surat Paksa:
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keberatan dan Banding

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk atas suatu :

d. SKBPKB;

e. SKPDKBT:

f. SKPDLB

g. SKPDN.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas:

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), kecuali jika Waijib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2}, ayat (3] dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan;

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk atau tanda penginman Surat Keberatan melalui sural pos fercatat
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.



(1)
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(1)
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 18

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jefas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebit:
Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB:

Dalam hal keberatan (Vajib Pajak ditofak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari
Jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan:

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] tidak dikenakan;

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 21

Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan lulis danfatau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Kepala daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan
kenalkkan pajak yang ferutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Waijib
pajak atau bukan karena kesalahannya;

D. mengurangkan atau membatalkkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

€. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;

&
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€. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa: dan

f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB Vil
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah:

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPOLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud paca ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB:
Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 {dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak:

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saal terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah:

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa: atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut;

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah:

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 24

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 25

Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah;

Wajib Pajak yang diperiksa waijib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. memperikan keterangan yang diperlukan.

Apabila pada saat pemenksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perneriksaan pajak diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja;

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan,

BAB Xl
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Waijib Pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah;

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga Ahli

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah:

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadifan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan
daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau

tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas

permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala

Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberkan dan

memperiihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

Pemmintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama

tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

4.
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BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 28

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Daerah:

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencarj, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah:

c. meminta keterangan dan bahan buktj dari orang pribadi Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah:

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah:

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa:

h. memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah:

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuali dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

e

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan lidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapal dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 30

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu
3 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya
Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
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Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingka Il Muna
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan
Peraturan Bupali sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal zl-6= 2011

BUPATI MUNA,

H. L.M. EAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
padatanggal 2!~ & — 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. MUNA

A

H.LA ORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011
NOMOR : 04
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur
rumah tangganya sendiri, maka pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Muna Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sudah fidak relevan lagi dengan
perkembangan pembangunan saat ini, maka perlu ditinjau dan disempurnakan kembali sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dicerminkan dalam pasal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh
keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhindar dari
kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Fasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Besarnya tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 25 % (dua puluh lima
persen) dari Harga Standar yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Pasal 7
Cukup Jefas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jeias
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas



Pasal 19

Cukup jeias
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup Jeias
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Panad D

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jeles

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 104
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